
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1232, 2013 KEMENTERIAN KEUANGAN. Dana Keistimewaan 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Pedoman Umum. 
Alokasi. 

 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 140/PMK.07/2013 
TENTANG 

PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA KEISTIMEWAAN DAERAH 
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 
ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 
tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 
telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian 
dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah 
Istimewa Yogyakarta; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 dan 
Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian 
dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah 
Istimewa Yogyakarta, untuk Tahun Anggaran 2013, 
pelaksanaan penyaluran Dana Keistimewaan Daerah 
Istimewa Yogyakarta ditetapkan dalam Peraturan 
Menteri Keuangan mengenai pedoman umum dan 
alokasi Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2013; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan 
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5339); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013  Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5426); 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian 
dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah 
Istimewa Yogyakarta; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
93/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pergeseran 
Anggaran Belanja Antar Subbagian Anggaran dalam 
Bagian Anggaran 999 (BA BUN); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN 

UMUM DAN ALOKASI DANA KEISTIMEWAAN DAERAH 
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013. 

Pasal 1 
(1) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah  dana yang 

berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang 
dialokasikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendanai 
Kewenangan Istimewa dan merupakan Belanja Transfer pada bagian 
Transfer Lainnya. 

(2) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 
2013 sebesar Rp231.392.653.500,00 (dua ratus tiga puluh satu miliar 
tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu 
lima ratus rupiah) dialokasikan pada bidang-bidang yang merupakan 
kewenangan keistimewaan dengan rincian sebagai berikut : 
a. Bidang Kebudayaan sebesar Rp212.546.511.000,00 (dua ratus dua 

belas miliar lima ratus empat puluh enam juta lima ratus sebelas 
ribu rupiah); 
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